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Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Reviu Laporan

Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik
Tahun 2022

Yth.
Daftar Terlampir
di
Tempat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 39 mengamanatkan
bahwa  penyelenggara  wajib  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan
publik yang dimulai sejak penyusunan standar pelayanan atau kebijakan sampai dengan evaluasi
pelayanan publik, sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel.

Mengingat  pentingnya  pelibatan  masyarakat  tersebut,  Kementerian  PANRB  telah
menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei  Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Selain itu Kementerian PANRB juga menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di Lingkup Instansi Pemerintah dan Surat Deputi Bidang
Pelayanan Publik Nomor B/47/PP.00.01/2022 hal Kewajiban Penyampaian Laporan SKM Tahun 2021
dan 2022 yang Kedua surat tersebut berisi kewajiban bagi UPP melaksanakan SKM dan FKP, serta
menyampa ikan  laporan  has i l  pe laksanaan  keg ia tan  te rsebut  me la lu i  l i nk
https://bit.ly/pelaporanskmfkp dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 Desember 2022.

Sehubungan hal tersebut, kami telah melakukan reviu atas laporan pelaksanaan kegiatan
SKM dan FKP Tahun 2022 yang Saudara kirimkan.  Adapun reviu  bertujuan untuk memberikan
rekomendasi  perbaikan  pelaksanaan  kegiatan  SKM dan  FKP,  diharapkan  pelaksanaan  kegiatan
tersebut  dapat  sesuai  ketentuan  peraturan  diatas.  Rekomendasi  sebagaimana  dimaksud  kami
lampirkan pada lampiran-II surat ini. Diharapkan hasil rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan
Saudara dalam menyusun kebijakan pelaksanaan SKM dan FKP Tahun 2023.

Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Instansi yang telah melaksanakan SKM
dan FKP pada Tahun 2022 serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada kami secara tepat
waktu. Adapun Instansi yang belum melaksanakan dan/atau belum menyampaikan laporan, besar
harapan  kami  pada  tahun  2023  untuk  segera  menyusun  rencana  aksi  konkret  sebagai  wujud

4 September 2023

https://bit.ly/pelaporanskmfkp


Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 230511GZDZ

komitmen yang kuat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Asisten Deputi Pemberdayaan partisipasi 
Masyarakat pada nomor 0811-1928-2666 atau email asdep.ppm@menpan.go.id.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DIAH NATALISA
Deputi Bidang Pelayanan Publik
NIP. 196311151988102001



Daftar Penerima Undangan 

Yth. Sekretaris Daerah 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung 

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur 

6. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara 

7. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji 

8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran 

9. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

10. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu 

11. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus 

12. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

13. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

14. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan 

15. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung 

16. Sekretaris Daerah Kota Metro 



LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah 
Tema FKP : FKP Sektor Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah 
Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

  

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Tema FKP : FKP Produk Pelayanan 
Waktu Pelaksanaan : 13 Oktober 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

  

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
Unit Kerja : Dinas Kesehatan 
Tema FKP : FKP Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan serta Pelayanan 

Kesehatan 
Waktu Pelaksanaan : 19 Oktober 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

  

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tema FKP : Produk Pelayanan dan Percepatan Perizinan Berusaha 
Waktu Pelaksanaan : 15 dan 26 Oktober 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

  

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
Instansi : Pemerintah Kota Metro 
Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Tema FKP : FKP Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
Waktu Pelaksanaan : 28 Maret 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

  

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

✓ 

2. NGO/LSM/CSO ✓ 

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

  

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kota Metro 

Unit Kerja : RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro 

Tema FKP : Standar Pelayanan Publik dan Inovasi 

Waktu Pelaksanaan : 10 Februari 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan  

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 

lainnya 
✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 

terlibat 
(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 

Akademisi 
✓ 

2. NGO/LSM/CSO ✓ 

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 

Agama/Adat atau 

pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 

(Instansi terkait) 
✓ 

6. Penyelenggara 

Layanan 
✓ 

 

  

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah  

a. Melaksanakan 
FKP secara 
berkelanjutan 

b. Penyusunan 
berita acara 
merujuk pada 
SE Menteri 
PANRB 
Nomor 19 
Tahun 2022 

SE Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

2. Usulan 

Rekomendasi 

Perbaikan 

 

3. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 

 

tentang 
Penyelenggar
aan Forum 
Konsultasi 
Publik di 
Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah 

c. Mengangkat 
tema/topik 
yang lebih 
strategis 
dalam 
membantu 
penyelesaian 
masalah 
pelayanan 
publik 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

2022 (Apabila 

sudah 

ditindaklanjuti) 

      

 

a. Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan 
FKP 

b. Menindaklanju
ti kesepakatan 
yang telah 
dituangkan 
dalam berita 
acara 

c. Menindaklanju
ti hasil FKP 
pada tahun 
2022 serta 
dilaporkan 
pada pimpinan 
dan 
Kementerian 
PANRB 

d. Melampirkan 
dokumentasi 
tindak lanjut 
yang telah 
dilaksanakan 

a. Menyusun 
laporan hasil 
tindak lanjut 
pelaksanaan FKP 

b. Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 
19 Tahun 2022 
yang dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Mater
iSEFKP2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kota Metro 

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tema FKP : FKP Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Waktu Pelaksanaan : 30 Agustus 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara       

3. Undangan  

4. Daftar Hadir  

5. Dokumentasi 

lainnya 
✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 

terlibat 
(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 

Akademisi 

 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa  

4. Tokoh Masyarakat/ 

Agama/Adat atau 

pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 

(Instansi terkait) 
✓ 

6. Penyelenggara 

Layanan 
✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah  

d. Melaksanakan 
FKP secara 
berkelanjutan 

e. Penyusunan 
berita acara 
merujuk pada 
SE Menteri 
PANRB 
Nomor 19 

SE Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

2. Usulan 

Rekomendasi 

Perbaikan 

 

3. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 

 

Tahun 2022 
tentang 
Penyelenggar
aan Forum 
Konsultasi 
Publik di 
Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah 

f. Mengangkat 
tema/topik 
yang lebih 
strategis 
dalam 
membantu 
penyelesaian 
masalah 
pelayanan 
publik 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

2022 (Apabila 

sudah 

ditindaklanjuti) 

      

 

e. Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan 
FKP 

f. Menindaklanju
ti kesepakatan 
yang telah 
dituangkan 
dalam berita 
acara 

g. Menindaklanju
ti hasil FKP 
pada tahun 
2022 serta 
dilaporkan 
pada pimpinan 
dan 
Kementerian 
PANRB 

h. Melampirkan 
dokumentasi 
tindak lanjut 
yang telah 
dilaksanakan 

c. Menyusun 
laporan hasil 
tindak lanjut 
pelaksanaan FKP 

d. Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 
19 Tahun 2022 
yang dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Mater
iSEFKP2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tema FKP : FKP Penyelenggaraan Pembentukan Mal Pelayanan Publik 

Waktu Pelaksanaan : 9 November 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan  

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 

lainnya 
✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 

terlibat 
(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 

Akademisi 
✓ 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa  

4. Tokoh Masyarakat/ 

Agama/Adat atau 

pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 

(Instansi terkait) 
✓ 

6. Penyelenggara 

Layanan 
✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

g. Melaksanakan 
FKP secara 
berkelanjutan 

h. Penyusunan 
berita acara 
merujuk pada 
SE Menteri 
PANRB 
Nomor 19 
Tahun 2022 

SE Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

2. Usulan 

Rekomendasi 

Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 

Penyelesaian 
✓ 

 

tentang 
Penyelenggar
aan Forum 
Konsultasi 
Publik di 
Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah 

i. Mengangkat 
tema/topik 
yang lebih 
strategis 
dalam 
membantu 
penyelesaian 
masalah 
pelayanan 
publik 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

2022 (Apabila 

sudah 

ditindaklanjuti) 

✓ 

 

i. Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan 
FKP 

j. Menindaklanju
ti kesepakatan 
yang telah 
dituangkan 
dalam berita 
acara 

k. Menindaklanju
ti hasil FKP 
pada tahun 
2022 serta 
dilaporkan 
pada pimpinan 
dan 
Kementerian 
PANRB 

l. Melampirkan 
dokumentasi 
tindak lanjut 
yang telah 
dilaksanakan 

e. Menyusun 
laporan hasil 
tindak lanjut 
pelaksanaan FKP 

f. Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 
19 Tahun 2022 
yang dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Mater
iSEFKP2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kota Bandar Lampung 

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tema FKP : Review dan Perbaikan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko dan Non Perizinan 

Waktu Pelaksanaan : 5 Agustus 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan       

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 

lainnya 
✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 

terlibat 
(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 

Akademisi 
✓ 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa ✓ 

4. Tokoh Masyarakat/ 

Agama/Adat atau 

pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 

(Instansi terkait) 
✓ 

6. Penyelenggara 

Layanan 
✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah  

j. Melaksanakan 
FKP secara 
berkelanjutan 

k. Penyusunan 
berita acara 
merujuk pada 
SE Menteri 
PANRB 
Nomor 19 

SE Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

2. Usulan 

Rekomendasi 

Perbaikan 

 

3. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 

 

Tahun 2022 
tentang 
Penyelenggar
aan Forum 
Konsultasi 
Publik di 
Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah 

l. Mengangkat 
tema/topik 
yang lebih 
strategis 
dalam 
membantu 
penyelesaian 
masalah 
pelayanan 
publik 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

2022 (Apabila 

sudah 

ditindaklanjuti) 

      

 

m. Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan 
FKP 

n. Menindaklanju
ti kesepakatan 
yang telah 
dituangkan 
dalam berita 
acara 

o. Melampirkan 
dokumentasi 
tindak lanjut 
yang telah 
dilaksanakan 

g. Menyusun 
laporan hasil 
tindak lanjut 
pelaksanaan FKP 

Format tindak lanjut 
tertuang dalam SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 yang dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
 
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

Unit Kerja : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat 

Tema FKP : MUSRENBANG RKPD Tahun 2023 

Waktu Pelaksanaan : Maret 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP       

2. Berita Acara       

3. Undangan  

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 

lainnya 
✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 

terlibat 
(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 

Akademisi 
✓ 

2. NGO/LSM/CSO  

3. Media Massa  

4. Tokoh Masyarakat/ 

Agama/Adat atau 

pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 

(Instansi terkait) 
✓ 

6. Penyelenggara 

Layanan 
✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah  

2. Usulan 

Rekomendasi 

Perbaikan 

 

m. Melaksanakan 
FKP secara 
berkelanjutan 

n. Penyusunan 
berita acara 
merujuk pada 
SE Menteri 
PANRB 
Nomor 19 
Tahun 2022 

SE Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/MateriS
EFKP2022 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

3. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

 

 

tentang 
Penyelenggar
aan Forum 
Konsultasi 
Publik di 
Lingkungan 
Instansi 
Pemerintah 

o. Mengangkat 
tema/topik 
yang lebih 
strategis 
dalam 
membantu 
penyelesaian 
masalah 
pelayanan 
publik 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 

dimuat dalam 

Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 

Lanjut FKP Tahun 

2022 (Apabila 

sudah 

ditindaklanjuti) 

      

 

p. Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan 
FKP 

q. Menindaklanju
ti kesepakatan 
yang telah 
dituangkan 
dalam berita 
acara 

r. Melampirkan 
dokumentasi 
tindak lanjut 
yang telah 
dilaksanakan 

h. Menyusun 
laporan hasil 
tindak lanjut 
pelaksanaan FKP 

i. Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 
19 Tahun 2022 
yang dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Mater
iSEFKP2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 
Instansi : Pemerintah Provinsi Lampung 
Unit Kerja : SAMSAT Bandar Lampung, Badan Pendapatan Daerah 
Tema FKP : Evaluasi Standar Pelayanan Publik SAMSAT Rajabasa 
Waktu Pelaksanaan : 19 Mei 2022 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggara
an FKP 

No Dokumen (✓) 

1. Laporan FKP ✓ 

2. Berita Acara ✓ 

3. Undangan ✓ 

4. Daftar Hadir ✓ 

5. Dokumentasi 
lainnya 

✓ 

 

Melengkapi 
dokumen dalam 
pelaporan FKP 

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

No Aktor/Pihak yang 
terlibat 

(✓) 

1. Pakar/Ahli/ 
Akademisi 

✓ 

2. NGO/LSM/CSO ✓ 

3. Media Massa  

4. Tokoh Masyarakat/ 
Agama/Adat atau 
pengguna layanan 

✓ 

5. Stakeholder lainnya 
(Instansi terkait) 

✓ 

6. Penyelenggara 
Layanan 

✓ 

 

Meningkatkan 
keterlibatan aktor-
aktor dalam 
pembahasan FKP 
agar topik yang 
dibahas 
memperoleh 
solusi yang lebih 
komprehensif 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMda
nFKP 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

 

1. Identifikasi Masalah ✓ 

2. Usulan 
Rekomendasi 
Perbaikan 

✓ 

3. Jangka Waktu 
Penyelesaian 

✓ 

 

  

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

No Deskripsi yang 
dimuat dalam 
Berita Acara 

(✓) 

1. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
Sebelumnya 

      

2. Laporan Tindak 
Lanjut FKP Tahun 
2022 (Apabila 
sudah 
ditindaklanjuti) 

✓ 

 

Memantau 
pelaksanaan 
tindak lanjut 
kesepakatan FKP 
 

Format tindak 
lanjut tertuang 
dalam SE Menteri 
PANRB Nomor 19 
Tahun 2022 yang 
dapat diunduh 
melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 
 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Mesuji 
 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK  

TAHUN 2022 
 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Way Kanan 

 

NO INDIKATOR HASIL REKOMENDASI KETERANGAN 

1. Kelengkapan 
Laporan 
Penyelenggar
aan FKP 

N/A Agar menyelenggarakan dan 
melaporkan pelaksanaan FKP dengan 
berpedoman kepada Peraturan Menteri 
PANRB nomor 16 tahun 2017 dan SE 
Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022.  

Format template 
pelaporan dan 
ketentuan SE 
Menteri PANRB 
Nomor 19 Tahun 
2022 dapat 
diunduh melalui 
https://bit.ly/Materi
SEFKP2022 

2. Representasi 
Keterlibatan 
Aktor/Pihak 
Terkait 

N/A Menyelenggarakan dan melaporkan 
pelaksanaan FKP yang melibatkan: 

1. Penyelenggara layanan 
2. Pengguna layanan 
3. Stakeholders pelayanan publik 
4. Ahli/Praktisi 
5. Organisasi masyarakat sipil 
6. Media massa 

 

3. Substansi 
Dalam Berita 
Acara 

N/A Melaksanakan FKP dan menyusun 
berita acara merujuk kepada Peraturan 
Menteri PANRB nomor 16 tahun 2017 
dan SE Menteri PANRB Nomor 19 
Tahun 2022. 

 

4. Hasil Tindak 
Lanjut FKP 
Sebelumnya 

N/A Melakukan tindak lanjut dan 
pemantauan hasil pelaksanaan FKP 
tahun 2021 atau tahun sebelumnya. 

Apabila telah 
menindaklanjuti 
hasil FKP dan 
belum dilaporkan 
sebelumnya, maka 
dapat disampaikan 
melalui link 
pelaporan 
https://bit.ly/pelapo
ranskmfkp 

 

https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/MateriSEFKP2022
https://bit.ly/pelaporanskmfkp
https://bit.ly/pelaporanskmfkp


HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Provinsi Lampung 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan 

Agar hasil 
pelaksanaan SKM 
pada setiap UPP 
dikompilasi untuk 
selanjutnya dibentuk 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Pemerintah Provinsi 
Lampung 

IKM Instansi 
dibentuk dari 
IKM UPP 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

Tahun 2022 - - 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
2 UPP 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan SKM 
dengan berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan 
Menteri PANRB 
nomor 14 tahun 
2017 dapat 
diunduh 
Melalui link: 
Bit.ly/MateriSK
MdanFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan Sesuai 
Peraturan 
Menteri PANRB 

Telah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan Nilai 
Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Belum Sesuai 

Agar dapat 
menganalisis hasil 
pengolahan data dan 
menyusun rencana 
tindaklanjut 
berdasarkan nilai 
terendah dari hasil 
pengolahan data 

- 

6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah Lengkap 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 

7 

Laporan 
pelaksanaan SKM 
dikompilasi oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan Instansi 

Belum 
Dikompilasi 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi atau Unit 
yang ditunjuk oleh 
Pimpinan Instansi 
menyusun laporan 
dengan melakukan 
kompilasi laporan 
UPP 

Laporan yang 
disusun dapat 
mengikuti 
format 
Kementerian 
PANRB atau 
format lainnya 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 
UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Mesuji 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Way Kanan 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Belum 
Melaksanakan 

Agar 
melaksanakan 
SKM dengan 
Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Instansi dianggap 
belum 
melaksanakan SKM 
karena belum 
diterimanya 
laporan 
pelaksanaan SKM 
oleh Kementerian 
PANRB. 

IKM: N/A 
Kategori: N/A 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

N/A 

Agar 
melaksanakan 
SKM minimal satu 
kali dalam satu 
tahun 

 

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
N/A 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner 
yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri 
PANRB 

Kesesuaian 
Kuesioner: 
N/A 

Agar menyusun 
instrumen SKM 
yang terdiri dari 9 
unsur pertanyaan 
sebagaimana 
diatur dalam 
Peraturan 
Menteri. 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan unsur 
tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai 
Terendah/ 
Komentar 
yang Paling 
Banyak 
Disampaikan 

Kesesuaian 
Rencana Tindak 
Lanjut: 
N/A 

Menganalisis hasil 
survei serta 
menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
perbaikan 
berdasarkan nilai 
terendah. 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah 
Lengkap/Belum 
Lengkap: 
N/A 
 

Menyusun 
laporan 
pelaksanaan SKM 
dengan 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, 
serta dokumen-
dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 

UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi 
atau Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi/ 
Belum 
Dikompilasi: 
N/A 

Agar Biro/Bagian 
Organisasi/unit 
lain yang ditunjuk 
oleh pimpinan 
instansi sebagai 
koordinator 
pelaksana SKM 
menghimpun dan 
mengompilasi 
laporan 
pelaksanaan SKM 
pada unit 
pelayanan untuk 
selanjutnya 
dibentuk Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Instansi.  

Laporan yang 
memuat IKM 
Instansi wajib 
disampaikan 
kepada Pimpinan 
Instansi dan 
Menteri PANRB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan Tidak Ada 

Rekomendasi 
 

IKM: 79,23 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

1 (Satu) kali 
dalam satu 
tahun 

- 
 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP 
yang 
melaksanakan: 
4 UPP  

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan SKM 
dengan berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan 
Sesuai Peraturan 
Menteri PANRB 

Telah Sesuai 

 

 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Belum Sesuai 

Agar dapat 
menganalisis hasil 
pengolahan data 
dan menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
berdasarkan nilai 
terendah dari hasil 
pengolahan data 

 

6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Belum 
Lengkap, 
Jenis 
Lampiran: 
 
Pengolahan 
Data 
 
 
 
 

Agar dapat 
melampirkan 
rencana tindak 
lanjut dari masing-
masing UPP dan 
dokumen-dokumen 
kegiatan lainnya 
pada laporan 
pelaksanaan SKM di 
periode selanjutnya 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan data 
2. Rencana Tindak 

Lanjut dari 
Masing-Masing 
UPP. 



7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM dikompilasi 
oleh Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

Laporan yang 
disusun dapat 
mengikuti format 
Kementerian 
PANRB atau 
format lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan Tidak Ada 

Rekomendasi 
 

IKM: 86,56 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

1 (Satu) kali 
dalam satu 
tahun 

- 
 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
5 UPP  

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan SKM 
dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan 
Sesuai Peraturan 
Menteri PANRB 

Telah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Sudah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Belum Lengkap 
Jenis Lampiran: 
 
Rencana tindak 
lanjut 

Agar dapat 
melampirkan 
pengolahan data 
dari masing-masing 
UPP dan dokumen-
dokumen kegiatan 
lainnya pada 
laporan 
pelaksanaan SKM 
di periode 
selanjutnya 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan data 
2. Rencana Tindak 

Lanjut dari 
Masing-Masing 
UPP. 

7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM dikompilasi 
oleh Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

Laporan yang 
disusun dapat 
mengikuti format 
Kementerian 
PANRB atau format 
lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

 
IKM: 84,03 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

1 (Satu) kali 
dalam satu tahun 

-  

3 
Jumlah UPP 
yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
5 UPP  

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan SKM 
dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan 
Sesuai 
Peraturan 
Menteri PANRB 

Belum Sesuai, 
karena 

1. Interval IKM 
belum mengacu 
pada 
PermenPANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

Agar pada 
pelaksanaan SKM di 
periode selanjutnya 
menggunakan 
interval IKM yang 
tertera pada 
PermenPANRB 
Nomor 14 Tahun 
2017 

 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan 
Nilai Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Sudah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

 

6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah Lengkap, 
 
Jenis Lampiran: 
1. Rencana tindak 
lanjut 
2. Pengolahan 
data 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

 



7 

Laporan 
pelaksanaan 
SKM 
dikompilasi 
oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan 
Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

Laporan yang 
disusun dapat 
mengikuti format 
Kementerian 
PANRB atau 
format lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan  Tidak Ada 

Rekomendasi 
 

IKM: 87,75 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

1 (Satu) kali 
dalam satu 
tahun 

- 
 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
2 UPP  

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan 
SKM dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan Menteri 
PANRB nomor 14 
tahun 2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKMd
anFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan Sesuai 
Peraturan 
Menteri PANRB 

Sudah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan Nilai 
Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Sudah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

 

6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Sudah Lengkap, 
 
Jenis Lampiran: 
1. Rencana 
tindak lanjut 
2. Pengolahan 
data 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

Lampiran Wajib: 
 
1. Pengolahan data 
2. Rencana Tindak 

Lanjut dari 
Masing-Masing 
UPP. 



7 

Laporan 
pelaksanaan SKM 
dikompilasi oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

Laporan yang 
disusun dapat 
mengikuti format 
Kementerian 
PANRB atau 
format lainnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 

Survei Kepuasan 

Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan Tidak Ada 

Rekomendasi 
- 

IKM: 84,09 
Kategori: Baik 

2 
Periode 

Pelaksanaan 

Satu kali dalam 

satu tahun 

Agar pada laporan 
dijelaskan secara 
detail terkait 
periode 
pelaksanaan SKM 

 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 

2 UPP 

Agar seluruh unit 

penyelenggara 

pelayanan publik 

melaksanakan SKM 

dengan 

berpedoman 

kepada Peraturan 

Menteri PANRB 

Nomor 14 tahun 

2017 

Peraturan 

Menteri PANRB 

nomor 14 tahun 

2017 dapat 

diunduh Melalui 

link: 

Bit.ly/MateriSKM

danFKP 

4 

Kuesioner yang 

Digunakan Sesuai 

Peraturan 

Menteri PANRB 

Telah Sesuai Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 

5 

Rencana 

Tindaklanjut 

Berdasarkan Nilai 

Terendah/ 

komentar yang 

paling banyak 

disampaikan 

Telah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 

6 Kelengkapan 

Lampiran  

Belum Lengkap, 

dikarenakan 

belum ada 

rencana tindak 

lanjut dari UPP 

Agar dapat 

melampirkan 

pengolahan data, 

rencana 

tindaklanjut, dan 

dokumen-dokumen 

kegiatan SKM 

lainnya pada 

laporan 

Lampiran Wajib: 

1. Pengolahan 

data 

2. Rencana 

tindak lanjut 

dari masing-
masing UPP 



pelaksanaan SKM 

di periode 

selanjutnya. 

7 

Laporan 

pelaksanaan SKM 

dikompilasi oleh 

Biro/Bagian 

Organisasi atau 

Unit yang 

Ditunjuk oleh 

Pimpinan Instansi 

Telah 

Dikompilasi 

Tidak Ada 

Rekomendasi 
- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 

Melaksanakan 

Survei 

Kepuasan 

Masyarakat 

N/A (Dokumen 

yang disampaikan 

kepada Menteri 

PANRB berupa 

surat pengantar 

saja, tidak ada 

lampiran/laporan 

pelaksanaan 

SKM)  

Melaksanakan 

SKM dengan 

Berpedoman 

Kepada Peraturan 

Menteri PANRB 

Nomor 14 tahun 
2017 

Laporan harus 

memuat: 

1. Penjelasan 
Pelaksanaan 
Pengumpulan 
Data : 
disampaikan 
berbagai 
bentuk 
pendampingan 
yang telah 
dilakukan 
terhadap UPP; 

2. Hasil 
Pengolahan 
Data (nilai SKM 
setiap UPP, 
rata-rata SKM, 
serta trend 
nilai rata-rata 
SKM); 

3. Analisis Hasil 
Survei (rekap 3 
unsur terendah 
dari setiap 
UPP) 

4. Rencana 
Tindak Lanjut 
(rekap rencana 
tindak lanjut 
masing-masing 
UPP dari 3 
unsur 
terendah) 

5. Kesimpulan 
6. Lampiran 

(Hasil olahan 
data dan 
rencana tindak 
lanjut masing-
masing UPP) 

IKM: N/A 

 

Laporan belum 

dikompilasi 

sehingga tidak 

dapat ditarik IKM 

Instansi 



2 
Periode 

Pelaksanaan 
N/A 

- 
- 

3 
Jumlah UPP 

yang 

Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 

melaksanakan: 

N/A 

Agar seluruh unit 

penyelenggara 

pelayanan publik 

melaksanakan 

SKM dengan 

berpedoman 

kepada Peraturan 

Menteri PANRB 

Nomor 14 tahun 

2017 

Peraturan Menteri 

PANRB nomor 14 

tahun 2017 dapat 

diunduh Melalui 

link: 

Bit.ly/MateriSKMd

anFKP 

4 

Kuesioner yang 

Digunakan 

Sesuai 

Peraturan 
Menteri PANRB 

N/A 

Kuesioner SKM 

agar mengacu 

kepada Peraturan 

Menteri PANRB 

No. 14 Tahun 

2017 

 

5 

Rencana 

Tindaklanjut 

Berdasarkan 

Nilai 

Terendah/kom

entar yang 

paling banyak 

disampaikan 

N/A 

Agar dapat 

menganalisis hasil 

pengolahan data 

dan menyusun 

rencana 

tindaklanjut 

berdasarkan nilai 

terendah dari 

hasil pengolahan 

data serta 

menjelaskannya 

pada laporan.  

 

6 
Kelengkapan 
Lampiran  

N/A 

Agar dapat 

melampirkan 

pengolahan data, 

rencana 

tindaklanjut, dan 

dokumen-

dokumen 

kegiatan SKM 

lainnya pada 

laporan 

pelaksanaan SKM 

di periode 
selanjutnya. 

Lampiran Wajib: 

1. Pengolahan 

data 

2. Rencana tindak 

lanjut dari 

masing-masing 
UPP 



7 

Laporan 

pelaksanaan 

SKM 

dikompilasi 

oleh 

Biro/Bagian 

Organisasi atau 

Unit yang 

Ditunjuk oleh 

Pimpinan 
Instansi 

Belum 

Dikompilasi 

Agar Biro/Bagian 

Organisasi atau 

Unit yang 

ditunjuk oleh 

Pimpinan Instansi 

menyusun 

laporan dengan 

melakukan 

kompilasi laporan 

UPP 

Laporan yang 

disusun dapat 

mengikuti format 

Kementerian 

PANRB atau format 
lainnya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kota Metro 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan Tidak Ada 

Rekomendasi 
- 

IKM: 87,06 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

Tahun 2022 - - 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
3 UPP 

Agar seluruh unit 
penyelenggara 
pelayanan publik 
melaksanakan SKM 
dengan 
berpedoman 
kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan 
Menteri PANRB 
nomor 14 tahun 
2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
Bit.ly/MateriSKM
danFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan Sesuai 
Peraturan 
Menteri PANRB 

Telah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

Kuesioner terdiri 
dari 9 unsur dan 
dapat 
dikembangkan 
berdasarkan 
unsur tersebut 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan Nilai 
Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Belum Sesuai 

Agar dapat 
menganalisis hasil 
pengolahan data 
dan menyusun 
rencana 
tindaklanjut 
berdasarkan nilai 
terendah dari hasil 
pengolahan data 

 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Belum Lengkap 

Agar dapat 
melampirkan 
pengolahan data, 
rencana 
tindaklanjut, dan 
dokumen-dokumen 
kegiatan SKM 
lainnya pada 
laporan 
pelaksanaan SKM 
di periode 
selanjutnya. 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana 

tindak lanjut 

dari masing-

masing UPP 

7 

Laporan 
pelaksanaan SKM 
dikompilasi oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2022 

Instansi: Pemerintah Kota Bandar Lampung 

No Indikator Hasil Rekomendasi Keterangan 

1 
Melaksanakan 
Survei Kepuasan 
Masyarakat 

Telah 
Melaksanakan 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 
IKM: 86,18 
Kategori: Baik 

2 
Periode 
Pelaksanaan 

Januari-Oktober 
2022 

- 
- 

3 
Jumlah UPP yang 
Melaksanakan 

Jumlah UPP yang 
melaksanakan: 
5 UPP 

Agar Seluruh Unit 
Penyelenggara 
Pelayanan Publik 
Melaksanakan SKM 
dengan Berpedoman 
Kepada Peraturan 
Menteri PANRB 
Nomor 14 tahun 
2017 

Peraturan 
Menteri PANRB 
nomor 14 tahun 
2017 dapat 
diunduh Melalui 
link: 
bit.ly/MateriSK
MdanFKP 

4 

Kuesioner yang 
Digunakan Sesuai 
Peraturan 
Menteri PANRB 

Tidak dapat 
diukur karena 
dalam laporan 
tidak 
melampirkan file 
kuesioner 
maupun kertas 
kerja 
pengolahan data 
SKM 

Melampirkan hasil 
pengolahan data 
dan/atau kuesioner 
yang disebarkan 
pada laporan 
periode selanjutnya 

 

5 

Rencana 
Tindaklanjut 
Berdasarkan Nilai 
Terendah/ 
komentar yang 
paling banyak 
disampaikan 

Telah Sesuai 
Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 



6 
Kelengkapan 
Lampiran  

Belum Lengkap 

Agar melampirkan 
kertas kerja 
pengolahan data 
dari setiap OPD 
yang melaksanakan 
SKM 

Lampiran Wajib: 
1. Pengolahan 

data 

2. Rencana 

tindak lanjut 

dari masing-

masing UPP 

8 

Laporan 
pelaksanaan SKM 
dikompilasi oleh 
Biro/Bagian 
Organisasi atau 
Unit yang 
Ditunjuk oleh 
Pimpinan Instansi 

Telah 
Dikompilasi 

Tidak Ada 
Rekomendasi 

- 

  

 

 

 

 




